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Abstrak  
 

Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama serta akibat 

hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama. Dengan adanya penerapan hukum 

dalam amar Putusan Pengadilan Agama Salatiga, status ahli waris beda agama menjadi ahli waris 

dan Penetapan Pengadilan Agama Badung, status ahli waris beda agama tidak ditetapkan menjadi 

ahli waris, tetapi tetap mendapat harta waris melalui wasiat wajibah.  Menurut hukum waris 

KUHPerdata ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang, sedangkan dalam hukum waris 

islam beda agama menjadi penghalan. Disamping itu akibat hukum menimbulkan tidak adanya 

kepastian hukum. 

 

Kata kunci: pembagian, harta waris, ahli waris beda agama.  

 

Abstract 

 

Application of the law in the implementation of the division of the estate of different 

religions as well as the legal consequences of the ruling of the religious court Salatiga, the status 

of the heirs of the religious courts naughty, status heirs religious differences do not become heir 

but getting the estate through was borrowed. According to the civil code the law of inheritance 

heir religious differences do not become a barrier, while the Islamic inheritance law different 

religious be prohibitive. In addition to the legal consequences pose a lack of legal certainty. 

 

Keyword: division, inheritance, heirs of different religious 

 

 

I.   PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 Pada setiap masyarakat manapun, 

baik yang corak kehidupannya 

beraneka ragam maupun tidak, setiap 

perkawinan tidak dapat terlepas dari 

kemungkinan menghasilkan 

keturunan atau anak yang dianggap 

pembawa kebahagiaan dari hasil 

perkawinan tersebut. Perkawinan 

dilaksanakan adanya seorang laki-

laki dan seorang perempuan yang 

keduanya mengikatkan pada suatu 

ikatan lahir dan batin serta bertujuan 

untuk membentuk suatu keluarga 

yang bahagia.  

 

Mengenai persoalan mengenai 

perkawinan sudah diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan yakni 

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, yang disingkat dengan 

UUP. Tentu pelaksanaan 

pembentukan undang-undang 

membutuhkan waktu yang sangat 

lama. Meskipun sudah adanya 

undang-undang yang mengatur 

mengenai perkawinan, ada beberapa 

hal yang subtansi yang dipersoalkan 

terkait UUP, yakni mengenai adanya 

pasal 2 ayat (1) UUP yang 

menjelaskan bahwa perkawinan sah, 

apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan 

kepercayaan itu.  
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    Hukum perkawinan Indonesia 

diatur dalam berbagai macam sistem 

hukum yang berlaku untuk berbagai 

golongan warga negara dan berbagai 

negara. Berbagai hukum perkawinan 

salah satunya yakni perkawinan yang 

disebabkan karena berbeda 

kewarganegaraan dan berbeda 

agama.  Sebagaimana dalam pasal 7 

ayat (2)  regeling of de Gemeengde 

Huwelijken GHR bahwa perbedaan 

agama tidak menjadi persolan tetapi 

hal tersebut sudah tidak berlaku lagi 

setelah adanya UUP.  

Terkait dengan perkawinan 

campuran, dalam UUP mengaturnya 

dalam Pasal 57 bahwa perkawinan 

antara dua orang yang di Indonesia 

tunduk pada hukum yang berlainan, 

karena perbedaan kewarganegaraan 

dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia. 

Dengan adanya pasal tersebut 

perkawinan beda agama tidak 

menjadi tempat lagi di tatanan 

hukum di Indonesia. Sehingga, 

landasan pemikiran sehingga bangsa 

Indonesia menolak dilakukannya 

perkawinan antar agama, secara 

argumentasi tidak ditemukan dari 

pembuat UUP.  

Jalinan perkawinan sebagaimana 

yang dimaksud pada pasal 1 UUP, 

namun dalam perjalanannyatidak 

semua jalinan perkawinan tersebut 

dapat terjadi putusnya perkawinan 

karena adanya perceraian, meninggal 

dunia dan putusan pengadilan. 

Putusnya perkawinan karena 

meninggal dunia akan menimbulkan 

adanya harta yang disebut harta 

waris dan orang yang ditinggalkan 

disebut ahli waris. Menurut 

ketentuan hukum waris yang berlaku 

di Indonesia yaitu hukum waris adat, 

hukum waris KUHPerdata dan 

hukum waris Islam.  

Hukum waris sebagai himpunan 

peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur hak-hak dan kewajiban-

kewajiban seseorang yang meninggal 

dunia oleh ahli waris atau badan 

hukum lainnya.  Pembagian harta 

waris dapat dilakukan melalui 

Pengadilan Negeri bagi ahli waris 

yang tunduk terhadap hukum waris 

yang tunduk terhadap hukum waris 

KUHPerdata dan Pengadilan Agama 

bagi ahli waris yang tunduk pada 

hukum waris Islam. 

Namun yang menjadi persoalan 

apabila para ahli waris tunduk pada 

hukum waris Islam sedangkan para 

Ahli waris Islam tersebut ada yang 

berbeda agama (non Islam), karena 

menurut hukum waris Islam ahli 

waris yang non Islam tidak 

memperoleh harta warisan. Ahli 

waris non Islam dapat terjadi karena 

dalam perjalanan ikatan perkawinan 

antara suami istri salah satu pihak 

keluar dari agama Islam, dan juga 

dapat terjadi anak keturunan dari 

perkawinan tersebut yang memeluk 

agama selain Islam, sehingga setelah 

adanya pembagian harta warisan hal 

ini menimbulkan persoalan hukum 

tersendiri khususnya dalam 

pembagian harta warisan. 

Pembagian mengenai pembagian 

harta warisan beda agama juga 

terjadi di masyarakat, serta 

pelaksanaannya di Pengadilan 

Agama di Indonesia terjadi pada 

Pengadilan Agama Badung dan 

Salatiga. Kedua lembaga peradilan 

tersebut merupakan ahli waris beda 

agama (non Islam) diluar dari sudah 

ada dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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Dengan demikian, melihat 

permasalahan yang ada serta 

ketidakpastian suatu hukum dalam 

pembagian harta warisan terhadap 

ahli waris beda agama, maka 

permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini mengenai 

pembagian harta warisan terhadap 

ahli waris beda agama, yang 

dilaksanakan oleh lembaga peradilan, 

khususnya menurut hukum Islam. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, 

dapat dirumuskan pokok masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana penerapan hukm 

dalam pelaksanaan pembagian harta 

warisan terhadap ahli waris beda 

agama serta bagaimana akibat hukum 

dalam pelaksanaan pembagian 

kewarisan beda agama? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan hukum dalam 

pelaksanaan pembagian kewarisan 

beda agama serta akibat hukum 

dalam pelaksanaan pembagian 

kewarisa beda agama.  

Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam upaya 

mewujudkan kepastian hukum dan 

keadilan dalam penyelesaian perkara 

waris beda agama di Indonesia baik 

dalam hal penerapan hukum terkait 

waris beda agama maupun akibat 

hukum yang sesuai dalam 

penyelesaian perkara waris beda 

agama. 

 

II. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian merupakan 

tahapan yang harus dipahami dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan 

penelitian, karena penelitian 

merupakan kegiatan untuk 

mengungkap kebenaran yang 

menjadi salah satu dasar dari ilmu 

pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan 

pada umumnya diperoleh dari 

sumber-sumber tertentu, antara lain 

observasi, generalisasi, dan 

terorisasi.  

Proses pengumpulan data dalam 

penulisan hukum ini akan dilakukan 

dengan suatu metode penelitian dan 

penulisan hukum yang diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis empiris, 

yakni suatu metode pendekatan yang 

berdasarkan ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

dikaitkan dengan teori hukum serta 

melihat realita permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. Penelitian ini 

disamping menggunakan metode-

metode ilmu pengetahuan juga 

melihat kenyatan dilapangan. Dalam 

penelitian ini data primer yang 

digunakan adalah data yang 

berkaitan dengan pokok 

permasalahan tersebut serta 

dilanjutkan dengan Pendekatan 

Kasus (Case Approach).  

 

b. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif 

analitis. Adapun yang dimaksud 

dengan deskriptif analitis adalah 

bahwa hasil penelitian ini akan 

berusaha memberikan gambaran 

secara menyeluruh, sistematis dan 

mendalam tentang suatu keadaan 

yang diteliti. 

 

c. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam 

menganalisis dan mengumpulkan 

data pada penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Analisis dan 
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secara kualitatif merupakan analisis 

data tanpa mempergunakan rumus-

rumus statistik, tetapi menggunakan 

kata-kata yang berupa penjelasan 

dengan prosedur teoritis serta 

perkiraan yang logis. Penulis 

menggunakan jenis data kualitatif 

untuk memberikan gambaran secara 

umum pelaksanaan pembagian harta 

warisan terhadap ahli waris beda 

agama serta akibat hukumnya. 

 

d. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan 

oleh penulis yaitu dengan metode 

wawancara kepada narasumber. 

Wawancara merupakan proses 

interaksi komunikasi secara langsung 

antara pewawancara dengan 

respoden (wawancara dilakukan 

terhadap Bapak Muhdin selaku 

Wakil Ketua Pengadilan Agama 

Salatiga). 

 

e. Metode Analisa Data 

Metode analisa data adalah cara 

pengelolaan data dengan 

menpengumpulan data atas semua 

data yang sudah diolah, dan 

diperoleh dari data sekunder berupa 

bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

 

f. Metode Penyajian Data 

Data yang digunakan harus 

sederhana dan dalam bentuk tulisan 

yang sebenarnya agar mudah 

dipahami oleh pembaca. Dalam 

penelitian yang ditulis oleh penulis 

ini akan menggunakan metode 

penyajian data dengan tulisan yang 

sebenarnya mengenai kewarisan 

pada kasus pembagian harta warisan 

beda agama. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

A.Penerapan Hukum Dalam 

Pelaksanaan Pembagian Harta 

Waris Beda Agama.  

 

Peradilan Agama di Indonesia telah 

lahir dalam kehidupan hukum 

masyarakat sejak masuknya Islamdi 

Indonesia. Hal ini bertujuan guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

muslim akan penegakan keadilan, 

pemerintah mewujudkan dan 

menegaskan kedudukan Pengadilan 

Agama  sebagai salah satu badan 

keHakiman di Indonesia. Dalam 

kaitannya dengan Peradilan Agama, 

pengertian peradilan ini kini tertuang 

dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 7 

Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 UU 

No.3 Tahun 2006. Pada pasal 

tersebut terdapat perubahan bunyi 

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang 

menyebutkan bahwa: “Peradilan 
Agama adalah salah satu pelaku 

kekuasaan keHakiman bagi rakyat 

pencari keadilan yang beragam Islam 

mengenai perkara tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam UU 

ini”. Dalam penjelasan bunyi pasal 

ini disebutkan bahwa: “Yang 
dimaksud dengan “rakyat pencari 
keadilan adalah” setiap orang baik 
warga Negara Indonesia maupun 

orang asing yang mencari keadilan 

pada Pengadilan di Indonesia”. 
 

1. Hukum Acara di Lingkungan 

Peradilan Agama  

 

Menurut Bapak Muhdi,  Hukum 

acara Peradilan Agama adalah 

hukum acara yang berlaku di 

Peradilan Umum disamping hukum 

acara yang diatur tersendiri dalam 

UU No 7 Tahun 1989. Hukum 
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terapannya adalah hukum Islam 

positif yang merupakan subsistem 

dari sistem hukum positif Indonesia, 

yang termuat dalam Peraturan 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Komilasi Hukum Islam 

(KHI) mengenai kewarisan mulai 

dari pasal 171 sampai dengan 214, 

maka pertimbangan-pertimbangan 

dan putusannya terkait dengan 

subsistem dari sistem hukum positif 

Indonesia lainnya dan penalarannya 

akan menggunakan konsep, 

pengertian, dan konstruksi dan 

lainnya dari hukum Indonesia pada 

umumnya. 

 

Adapun asas-asas hukum acara 

Peradilan Agama, dibagi menjadi 2 

yakni asas hukum acara Peradilan 

agama umum dan asas Pengadilan 

Agama khusus:  

Asas Peradilan Agama umum yakni, 

asas bebas merdeka, asas sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman, 

asas ketuhanan, asas fleksibelitas, 

asas non ekstra yudisial, asas 

legalitas, sedangkan asas khusus 

peradilan agama yakni, asas 

personalitas ke-islaman, asas upaya 

perdamaian, asas terbuka untuk 

umum, asas equality, asasaktif 

memberi bantuan, asas upaya hukum 

banding, asas upaya hukum kasasi, 

asas upaya hukum peninjauan 

kembali, asas pertimbangan hukum.  

 

2. Proses beracara di Pengadilan 

Agama Salatiga.  

 

Tatacara pengajuan Permohonan 

Penyelesaian Kewarisan Beda 

Agama di Pengadilan Agama  

Salatiga sebagai berikut: 

(1) Permohonan (volunteir) 

(2) Gugatan (concetoir) 

Dalam praktek pengajuan 

permohonan itu harus melalui 

tahapan sebagai berikut: sidang 

pembacaan gugatan, sidang 

perdamaian, sidang jawaban 

tergugat, sidang replik, sidang 

duplik, sidang pembuktian, sidang 

pengumpulan kesimpulan, dan 

sidang pengucapan putusan.  

 

3. Analisa Putusan Kewarisan 

Beda Agama.  

 

a. Putusan PA Salatiga Nomor 

0413/Pdt.G/2011/PA.SAL 

Dari hasil analisa terhadap putusan 

tersebut, dapat diuraikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1). Bahwa dalam pertimbangan 

Hakim, para Pemohon mengajukan 

permohonan pembagian hibah atas 

obyek tanah berikut bangunannya, 

terhadap para Termohon dengan 

dalil, obyek sengketa adalah harta 

warisan, peninggalan Pewaris 

almarhum ibu para pihak bernama 

Sulijah yang sampai hari ini dikuasai 

Termohon I meskipun para Pemohon 

telah meminta haknya, namun 

Termohon I tidak meresponnya 

justru menghindar, setelah dilakukan 

mediasi, hasilnya gagal. Hakim telah 

berupaya untuk mendamaikan namun 

upaya mendamaikan tidak tercapai, 

maka pemeriksaan perkara telah 

memenuhi pasal 130 HIR dan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2008.  

 

2). Bahwa dengan mengesampingkan 

judul permohonan hibah yang isinya 

kabur  (obscur libel) dengan 

mengambil sikap sebagai sengketa 

kewarisan, memperhatikan agama 

para Pemohon yang beragama non 

Islam dan para Termohon yang yang 

beragama Islam dengan 
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memperhatikan pula agama Pewaris 

(Silijah) yang beragama Islam,  serta 

dengan keterangan para pihak dan 

bukti yang ada, maka Pengadilan 

Agama  Salatiga menyatakan 

berwenang untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara 

kewarisan tersebut, dengan 

mendasarkan asas personalitas ke-

Islaman dari agama Pewaris.  

3). Bahwa para Penggugat 

beragama non Islam, sedangkan 

Pewaris dan para Tergugat beragama 

Islam, masing-masing dibuktikan 

dengan kartu Identitas. Namun dalam 

amar putusannya para Pemohon 

ditetapkan sebagai ahli waris. 

Terhadap hal tersebut, menurut 

penulis, sistem hukum waris di 

Peradilan Agama menganut asas 

personalitas ke-Islaman, yakni 

menyelesaikan perkara kewarisan 

dapat diajukan di Pengadilan Agama 

bagi rakyat Indonesia yang beragama 

Islam, sehingga Majelis Hakim 

dalam putusannnya tidak dapat  

menetapkan Pemohon I dan 

Pemohon II sebagai ahli waris, 

karena bertentang dengan ketentuan 

Pasal 171 KHI huruf c.  

 

4). Menurut Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor 

51/K/AG/1999, yang pada pokoknya 

bahwa ahli waris yang beragama non 

Islam tidak dapat menjadi ahli waris, 

tetapi dapat memperoleh harta waris 

melalui wasiat wajibah. Meskipun 

demikian, menurut penulis karena 

Hakim memiliki tugas menengakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dengan menafsirkan 

hukum dan mencari dasar-dasar yang 

menjadi landasan hukumnya dalam 

mengambil putusan terhadap perkara 

yang ditanganinya, maka Hakim 

memiliki kebebasan untuk 

menjatuhkan putusan tersebut 

berdasarkan rasa keadilan dan 

kemanfaatan bagi para pencari 

keadilan. 

 

 b. penetapan Nomor 

4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. 

Dari hasil analisa terhadap putusan 

tersebut, menurut penulis dapat 

diuraikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

 

1) Bahwa para Pemohon 

mengajukan permohonan Penetapan 

Ahli Waris dari Pewaris (bapak dan 

ibu Pemohon I dan II) melalaui 

permohonan Voluntair, karena 

diantara ahli waris tidak terjadi 

adanya sengketa.  

 

2) Bahwa pertimbangan hukum 

dalam penetapan yang menyatakan 

Pewaris merupakan ibu kandung 

Pemohon I dan II beragama Hindu, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa 

perkara ini merupakan kewenangan 

absolut Pengadilan Agama  

sebagaimana diatur dalam pasal 49 

ayat 1 huruf b dan ayat 3 UU No 7 

tahun 1989 yang telah diubah dalam 

pasal 49 huruf b UU No 3 tahun 

2006 dan berubahan kedua dengan 

UU No 50 tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama. Hal ini menurut 

penulis pertimbangan Majelis Hakim 

tersebut mendasarkan bahwa 

Pengadilan Agama  berwenang 

menyelesaiakan permohonan bagi 

masyarakat Indonesia yang beragama 

Islam. 

 

3) Bahwa pertimbangan hukum 

Majelis Hakim yang menyatakan 

bahwa “Ibu Pemohon I dan Pemohon 
II telah meninggal dunia dalam 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/


DIPONEGORO LAW JOURNAL 
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 

Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/  
 

7 

 

keadaan beragama Hindu meskipun 

sebelumnya beragama Islam, 

halmana menurut  Pasal 171 huruf b 

KHI di Indonesia Tahun 1999, 

seorang Pewaris harus beragama 

Islam. Bilamana dihubungkan 

dengan Pasal 171 huruf c KHI, 

secara eksplisit KHI menganut 

sistem persamaan agama yakni 

agama Islam yang saling 

mewarisi....” hal ini menurut penulis 
asas persamaan agama yang diatur 

oleh KHI, diterobos oleh Majelis 

Hakim, dengan pertimbangan bahwa: 

(1) Sistem kewarisan Islam 

menganut sistem kekerabatan  baik 

secara nasababiyah maupun secara 

hukmiyah. Sehingga menurut Majelis 

Hakim sistem kekerabatan ini lebih 

utama dibandingkan dengan adanya 

perbedaan Agama yang menghalangi 

saling mewarisi. 

(2) Bahwa Majelis Hakim 

mempertimbangkan bahwa Pasal 171 

huruf b dan huruf c merupakan 

aturan bagi ahli waris yang sesuai 

dengan ketentuan, namun dalam 

perkara sebagaimana dalam putusan 

nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg adalah 

perkara yang bersifat insidental, 

maka menurut Majelis Hakim, 

Hakim dapat keluar dari ketentuan 

aturan tersebut. Hal ini karena Hakim 

menggali perkara untuk menegakkan 

hukum dan keadilan  

(3) Bahwa menurut Majelis Hakim 

ahli waris yang tidak beragama 

Islam, menurut hukum waris Islam, 

tidak dapat menjadi ahli waris, 

namun karena hukum waris Islam di 

Indonesia mengandung asas egaliter , 

maka kerabat yang beragama selain 

Islam yang mempunyai hubungan 

derah dengan Pewaris, dapat 

memperoleh bagian waris dengan 

jalan wasiat wajibah dengan tidak 

melebihi bagian ahli waris yang 

sederajat dengannya. (Yurisprudensi 

Putusan MA No 51/K/AG/1999).  

 

Dengan demikian, pada penetapan 

perkara ini diketahui bahwa sang 

Pewaris (Ibu  Pemohon I dan 

Pemohon II) beragama non Islam, 

(Pewaris beragama Hindu) yang 

dapat dibuktikan dengan keterangan 

kematian. Menurut pendapat Majelis 

Hakim, sistem kewarisan Islam 

menganut sistem kekerabatan. Sitem 

kekerabatan ini lebih utama bila 

dibandingkan dengan perbedaan 

agama sebagai penghalang mewarisi, 

karena hukum kewarisan selain 

mengandung unsur ibadah, lebih 

banyak juga mengandung unsur 

muamalah. Kekerabatan antara 

seorang dengan seorang tidak akan 

pernah terputus sekalipun agama 

mereka itu berbeda. seorang anak 

tetap mengakui ibu kandungnya 

sekalipun ibu kandungnya itu tidak 

satu agama dengannya. Islam tidak 

mengajarkan permusuhan dengan 

memutuskan hubungan horizontal 

dengan non Islam, terlebih-lebih 

mereka itu ada pertalian darah. 

Namun demikian, menurut hukum 

waris Islam, ahli waris yang 

beragama non Islam tidak dapat 

menjadi ahli waris dan hanya 

memperoleh harta waris melalui 

wasiat wajibah. 

Berdasarkan analisa kedua putusan 

Pengadilan Agama  tersebut di atas, 

terdapat perbedaan khususnya terkait 

dengan status hukum ahli waris beda 

Agama, halmana dapat dicermati 

dalam amar putusan PA Salatiga 

Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL, 

bahwa  ahli waris beda Agama 

ditetapkan sebagai ahli waris, 

sedangkan menurut Penetapan 
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Pengadilan Agama  Badung Nomor 

4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ahli waris 

beda Agama tidak ditetapkan sebagai 

hali waris, namun tetap memperoleh 

harta warisan dengan melalui wasiat 

wajibah. 

 

B. Akibat Hukum Terhadap 

Pelaksanaan Pembagian Harta 

Warisan Beda Agama.  

 

1. Ahli Waris 

Memperhatikan kedua putusan  

tersebut, yaitu Putusan Pengadilan 

Agama  Salatiga Nomor 

0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan 

Penetapan Pengadilan Agama 

Badung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. 

menunjukkan bahwa meskipun 

kedua kasus tersebut sama-sama 

terkait penyelesaian kewarisan beda 

agama, tetapi akibat hukum terhadap 

ahli waris beda agama berbeda. 

Menurut Putusan Pengadilan Agama 

Salatiga Nomor 

0413/Pdt.G/2011/PA.SAL, ahli waris 

yang berbeda agama dalam amar 

putusannya disebut sebagai ahli 

waris, sedangkan menurut penetapan 

Pengadilan Agama  Badung 

4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ahli waris 

yang berbeda agama tidak 

mempunyai kedudukan sebagai ahli 

waris, tetapi dapat memperoleh harta 

waris dengan melalui wasiat wajibah.  

Menurut penulis, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya 

kepastian hukum dalam penyelesaian 

kewarisan beda agama. Namun 

demikian, seharusnya para Hakim 

Pengadilan Agama dapat 

menggunakan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung, karena dalam 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 

16/K/AG/2010, menegaskan bahwa 

ahli waris beda agama tetap 

memperoleh harta waris dengan 

melalui wasiat wajibah dengan 

perolehan harta waris sebanyak-

banyaknya sama dengan bagian ahli 

waris yang sederajat. 

Namun jika dilihat dari segi 

kemanfaatan, yaitu kedua putusan 

tersebut telah memberikan hak waris 

terhadap ahli waris beda agama 

meskipun dengan melalui 

pertimbangan hukum yang berdeda, 

sehingga menurut penulis 

penyelesaian kewarisan beda agama 

di Pengadilan Agama merupakan 

langkah hukum yang tepat dan 

memberikan rasa keadilan bagi 

semua pihak yang berhak 

memperoleh harta waris dan juga 

mencegah terjadi sengketa antara ahli 

waris yang tidak ada pangkal 

ujungnya. Di samping itu, dengan 

memperolehnya harta waris tersebut 

juga akan memberikan ketentraman 

bagi ahli waris semua dan harta waris 

tersebut akan lebih memberikan 

kemanfaatan dalam kehidupannya. 

Akibat hukum adanya ahli waris 

beda agama dapat lihat pula segi 

yuridis dan segi kemasyarakat/sosial. 

Dilihat dari segi yuridis, melihat 

peraturan yang ada dalam Pasal 171 

huruf (c) dan syarat yang berhak 

menjadi ahli waris menurut hukum 

waris Islam yakni ahli waris 

mepunyai hubungan darah, hubungan 

perkawinan dan beragam Islam, tentu 

sehubungan dengan peraturan yang 

ada maka ahli waris yang beragama 

non Islam tidak berhak untuk 

menjadi ahli waris dari si Pewaris 

karena ada salah satu syarat menjadi 

terhalangnya ahli waris mendapatkan 

hak menjadi ahli waris. Sedangkan 

dilihat dari segi kemanusiaan/sosial, 

melihat dengan adanya nilai keadilan 
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dan kemanfaatan yakni ahli waris  

yang non Islam/beda agama tetap 

berhak menjadi ahli waris dan yang 

tidak berhak menjadi ahli waris 

mendapatkan harta warisan melalui 

wasiat wajibah sebagimana dalam 

Yurisprudensi MA No 

51/K/AG/1999 dan Nomor 

16/K/AG/2010, yang perolehan harta 

waris sebanyak-banyaknya sama 

dengan bagian ahli waris yang 

sederajat dan tidak boleh melebihi 

1/3 dari harta waris.   

 

2.  Tidak adanya kepastian hukum 

terhadap ahli waris yang beda 

agama.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

prakteknya, hukum tidak selalu dapat 

dilaksanakan sesuai yang 

dikehendaki oleh pembuatnya. Pada 

kenyataannya maksud dan tujuan 

diundangkan pada peraturan yang 

berkaitan pembagian ahli waris dan 

ahli waris  beda agama yang 

mempunyai hubungan darah dan 

hubungan perkawinan. Serta, masih 

banyak masalah kewarisan beda 

agama yang terjadi oleh salah satu 

pihak dalam hubungan keperdataan. 

Terkait dengan pelaksanaan di 

Pengadilan Agama  Salatiga dan 

Badung, Penggugat/Pemohon atau 

salat satu pihak yang berperkara 

beragama non Islam tetapi sebagai 

hak setiap orang untuk memeluk 

agama sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing. Namun akibat dari 

ketentuan-ketentuan hukum waris 

Islam menyebabkan suatu 

ketidakpastian hukum terhadap 

kewarisan beda agama/non Islam. 

Menurut penulis, hal tersebut dapat 

di perhatikan  dalam pertimbangan 

hukum dan amar putusan Pengadilan 

Agama Salatiga Nomor 

0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan 

Penetapan Pengadilan Agama 

Badung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Dari 

kedua putusan tersebut ditemukan 

adanya perbedaan status kedudukan 

hukum ahli waris beda agama, 

menurut putusan Pengadilan Agama 

Salatiga kedudukan hukum ahli waris 

beda agama ditetapkan sebagai ahli 

waris, sedangkan menurut putusan 

Pengadilan Agama Badung,  

kedudukan hukum ahli waris beda 

agama tidak ditetapkan sebagai ahli 

waris. 

Kedudukan ahli waris beda agama 

sebagai ahli waris memiliki akibat 

hukum keterkaitannya dengan hak 

dan kewajiban sesorang yang 

memiliki status ahli waris, utamanya 

ahli waris beda agama tersebut, 

memiliki hak yang sama dengan ahli 

waris yang beragama Islam. Menurut 

Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor No 51/K/AG/1999, ahli waris 

yang beda agama (non Islam) tidak 

dapat menjadi ahli waris, sehingga 

tidak dapat memperoleh harta waris 

melalui pembagian  harta waris 

menurut hukum waris Islam, tetapi 

ahli waris beda agama tetap 

memperoleh harta waris melalui 

wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedudukan ahli waris beda 

agama belum diatur secara tegas di 

dalam petaturan perundang-

undangan, sehingga menimbulkan 

tidak adanya kepastian hukum di 

dalam hukum waris. 

 

Terhadap perolehan harta waris bagi 

ahli waris beda agama yang melalui 

wasiat wajibah, juga menimbulkan 

tidak adanya kepastian hukum, 

karena perolehan harta waris dengan 

melalui wasiat wajibah tidak 

ditetapkan secara pasti di dalam 
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peraturan perundang-undangan, 

hanya ditegaskan di dalam 

Yurisprudensi, yang jumlah 

perolehannya paling banyak sama 

dengan yang diperoleh ahli waris 

sederajat atau tidak boleh melebihi 

1/3 dari harta waris.  

Namun demikian, menurut penulis 

meskipun secara hukum kedudukan 

ahli waris beda agama belum diatur 

di dalam Kompilasi Hukum Islam, 

dan juga dalam praktek masih tidak 

ada kesamaan  Hakim dalam 

mempertimbangkan permohonan 

pembagian ahli waris beda agama, 

tetapi setidak-tidaknya ahli waris 

beda agama tetap memperoleh harta 

waris dengan melalui wasiat wajibah, 

maka asas keadilan dan kemanfaatan 

dapat terwujud di dalam hukum 

waris beda agama. 

 

IV. KESIMPULAN  

 

Sebagaimana dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

 

1  Penerapan hukum dalam 

pelaksanaan pembagian harta 

warisan terhadap ahli waris beda 

agama pada perkawinan campuran 

maupun perkawinan seagama, 

mengenai perkara penyelesaian 

kewarisan beda agama, yang 

digunakan sebagai ukuran 

menentukan berwenang tidaknya 

lembaga peradilan didasarkan 

dengan hukum yang berlaku pada 

waktu semasa hidup pewaris. 

Menurut hukum waris barat, ahli 

waris beda agama tidak menjadi 

penghalang untuk menjadi ahli waris 

sedangkan hukum waris islam, ahli 

waris beda agama menjadi 

penghalang untuk menjadi ahli waris.   

Namun demikian, ahli waris beda 

agama tetap dapat menerima harta 

waris dengan melaui wasiat wajibah 

sebagaimana dalam penetapan 

Pengadilan Agama Badung No 

4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dan hal ini 

sesuai Yurisprudensi MA No 

51/K/AG/1999.  

2  Akibat hukum pada 

penyelesaian kewarisan beda agama 

dalam pelaksanaannya menimbulkan 

penafsiran Hakim yang berbeda 

dalam mempertimbangkan hukum 

dalam amar putusan, serta 

menimbulkan ketidak pastian hukum, 

baik dalam proses pelaksanaannya 

maupun status hukum bagi ahli waris 

beda agama, hal ini dikarenakan 

belum adanya aturan hukum yang 

pasti, yang dalam prakteknya Hakim 

disamping merujuk yurisprudensi 

Mahkamah Agung juga Hakim 

memiliki kewenangan untuk 

menafsirkan hukum terkait kasus 

konkrit yang ditanganinya.     

 

Saran 

Setelah menelaah yang terdapat 

dalam tulisan ini, maka ada beberapa 

hal yang penulis rekomendasikan 

antara lain: 

1  Kompilasi Hukum Islam 

seharusnya lebih merinci tentang 

peraturan pembagian harta waris 

beda agama. Peraturan waris beda 

agama seyogyanya tidak hanya 

memuat aturan umum tetapi harus 

menjadi ketentuan yang khusus 

dengan penjelasan yang lebih rinci 

agar tidak terjadi salah penafsiran 

dari aturan yang sudah dengan 

ketentuan yang ada. 

 

2  Untuk memberikan kepastian 

hukum bagi para pencari keadilan 

dalam penyelesaian kewarisan beda 

agama, perlu dilakukan revisi 
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undang-undang Peradilan Agama 

dengan mencantumkan ketentuan 

yang pasti bagi ahli waris beda 

agama dan adanya kesamaan bagi 

para Hakim Pengadilan Agama 

dalam memutus perkara ahli waris 

beda agama mengacu pada 

yurisprudensi Mahkamah Agung No 

51/K/AG/1999 Yurisprudensi 

Mahkamah Agung yang lainnya. 
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